
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
,PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

·DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAW AS UTARA,

Menimb g : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin
berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif
dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan
efisien;

\

Menginga

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarayDaerah, ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan
Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan
Barang MilikDaerah;

I
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pengelolaan Barang MilikDaerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang MilikNegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama .
DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menetapk n

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Per turan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabup ten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemeri tah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.



Daer h Kabupaten Musi Rawas Utara menurut asas otonomi dan tugas

pemb ntuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Unda g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupa i adalah Bupati Musi Rawas Utara.

5. Dewa Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lemb ga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penye enggara pemerintahan kabupaten.

6. Orga isasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur

pemb ntu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang enjadi kewenangan daerah.

7. Unit adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa

8. Angg ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adala rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

ran Daerah.

9. Bara g Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya disebut

sebag i Barang MilikDaerah atau barang daerah adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabu aten Musi Rawas Utara atau perolehan lainnya yang sah baik yang

be [udy tidak berwujud.

g Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai barang

dalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

patan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atau

an lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar,

penye ahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Selatan atau dari

pihak ketiga dan sebagainya), yang pengelolaannya berada pada OPD

terma uk di dalamnya adalah barang yang pengelolaannya berada pada

Daerahj Badan Usaha Milik Daerah j Yayasan Milik Daerah

10.

11. Baran tidak bergerak adalah aset yang secara fisik menurut sifatnya tidak

dapat bergerakjdipindahkan seperti tanah danjatau bangunan.

12. bergerak adalah aset yang secara fisik menurut sifatnya dapat

berge akj dipindahkan barang selain tanah danj atau bangunan.

13. Pejab t Pengelola Barang MilikDaerah, terdiri dari:

egang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati;

gelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola barang

lah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan



c. Pej bat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai

fu Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola

Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna barang

lah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah

dal m hal ini adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Mu i Rawas Utara.

e. Ku sa pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa

pe gguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang diberi

ku sa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang

m melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;

Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus

Ba ang adalah Pejabat danJatau .Jabatan Fungsional Umum yang

dis rahi tugas mengurus barang.

Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas

me erima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang

MilikDaerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

f.

1. rus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang

rahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

g MilikDaerah pada Pengguna Barang.

bantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang

bantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

ng MilikDaerah pada Pengelola Barang.

k. Pe bantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang

J.

1.

bantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

ng MilikDaerah pada Pengguna Barang.

rus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menenma,

mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung-

jaw bkan Barang MilikDaerah pada Kuasa Pengguna Barang.

m. Peni ai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen

ber asarkan kompetensi yang dimilikinya.

n. Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai

14. Penila an adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas

suatu bjek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.



a. jar ngan air bersih;

b. ja ngan listrik;

erangan jalan umum;

d. jar ngan gas;

e. jar ngan telepon;

inal angkutan umum (shelter bus);

a kebersihan (pembuangan sampah);

h. je batan penyeberangan orang; dan

i. fas litas umum lainnya.

16. Fasili as sosial adalah fasilitas yang diperuntukkan pada lingkungan

peru ahan dan kawasan komersial yang terdiri dari:

na pendidikan;

na kesehatan;

na pemerintahdan pelayanan umum;

na peribadatan;

na rekreasi dan kebudayaan;

na olahraga dan lapangan terbuka; dan

ntuan lain yang sejenis.

adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas,17.

perse oan komanditer, perseroan lainnya, BUMNatau BUMD dengan nama

dan entuk apapun, persekutuan perkumpulan firma, kongsi, koperasi,

n atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk

tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

anaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rmcian kebutuhan

Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

ngan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan

an pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

19. a Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKB adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

18.

20. naan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam

meng lola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan

tugas an fungsi OPDyang bersangkutan.

21. faatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak

digun kan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD darr/ atau

optim lisasi BMDdengan tidak mengubah status kepemilikan.

22. adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam

waktu tertentu dan menerima imbalan uariz tunai.



24.

waktu tertentu tanpa rnenerirna irnbalan dan setelah jangka waktu

terse ut berakhir diserahkan kernbali kepada Bupati.

Sarna Pernanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah

pend yagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

terte tu dalarn rangka peningkatan pendapatan daerah atau surnber

25. n Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pernanfaatan

g MilikDaerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan

ban nan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan

ihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan darr/ atau

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

n Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan

Baran MilikDaerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

ban berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pemb ngunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain

terseb t dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI

kerjasarna antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan

infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

26.

27.

28. Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK

Menterr/Kepala Lernbaga/Bupati, atau BUMNatau BUMD sebagai

atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan

ang-undangan.

ahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.29.

30. Penju Ian adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk uang.

31. enukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang

an antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah, antar

tahan Daerah, atau an tara Pemerintahan Daerah dengan pihak lain,

menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit

nilai seirnbang.

adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat32.

Pemerintahan Daerah, antar Pemerintahan Daerah, atau dari

tahan Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

33. Penyer aan Modal Pemerintahan Daerah adalah pengalihan kepernilikan

Barang Milik Daerah yang sernula rnerupakan kekayaan yang tidak
, ,



seba i modaly saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha

aerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

34. nahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan

bara g milik daerah.

35. apusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar

bara dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

ebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Zatau Kuasa

na Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

erada dalam penguasaannya.

36. Penat usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inven arisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

perat ran perundang-undangan.

37. Inven arisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan

ran hasil pendataan barang milik daerah.

38. en kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti

kepe ilikan atas barang milik daerah.

39. Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh

milik daerah.

barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang

kan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang

aerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintahan Daerah dan

gsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saran a pem-binaan

a serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat danj atau pegawai

negeri sipil Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

43. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerianj Lembaga dan

40.

41.

42.

Pemer ntahan Daerah.

44. Tuntu an Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap

Benda ara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan

perbe daharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan

mengg nti kerugian.

45. Tuntu an ganti rugi adalah proses penyelesaian setiap kerugian Daerah

akibat kelalaian, penyalahgunaanjpelanggaran hukum atas pengelolaan

Baran MilikDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pengelola Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian ukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Pasal3

Maksud p ngelolaan Barang MilikDaerah, adalah :

a. sebag i pedoman dalam Pengelolaan Barang MilikDaerah;
b. memb rikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan Barang Milik

Daera ;
c. meng mankan Barang MilikDaerah;
d. menye agamkan sistem dan prosedur Pengelolaan BMD;dan
e. timalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan

an peraturan perundang-undangan.

Pasal4

Tujuan pe gelolaan Barang MilikDaerah, adalah :

a. menu iang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pemba gunan daerah;

b. dkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang MilikDaerah;
c. dkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien

nomis; dan
d. sebaga pedoman dalam Pengelolaan Barang MilikDaerah;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP UMUM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang ling up pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan InI adalah
sebagai beri t:
a. ketent an umum;
b. pejabat pengelola barang milik daerah;
c. perenc naan kebutuhan dan penganggaran;
d.
e. penggu aan;
f. pemanf atan;
g. pengam an dan pemeliharaan;
h. penilaia ;
1. pemind htanganan;
J. pemusn han;
k. pengha usan;
1.



n. peng lolaan Barang Milik Daerah pada OPD yang menggunakan pola
peng lolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

o. Bara g MilikDaerah berupa rumah negara; dan
p. ganti gi dan sanksi;

Bagian Kedua
Prinsip Umum

Pasal6

Barang Miik Daerah tersebut, meliputi :
a. baran yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDyang dilengkapi dengan

doku en pengadaan; dan
b. baran yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dengan

doku en perolehan;

Barang ya g berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pas 16 huruf b meliputi:
a. baran yang diperoleh dari hibahj sumbanganjyang sejenis;
b. baran yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianj kontrak, antara

lain b rasal dari :
1. ko trak keuangan;
2. ko trak bagi hasil;
3. ko trak kerjasama;
4. pe janjian dengan negara lainjlembaga internasional; dan
5. ke jasama Pemerintahan Daerah dengan badan usaha dalam

pe yediaan infrastruktur;
c. yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undan an;
d. baran yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang te1ah

memp nyai kekuatan hukum tetap; atau
e. baran yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal

Pemeriritahan Daerah.

Pasal7

BABIV
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal8

Pejabat pen elolaan Barang MilikDaerah terdiri dari :

a. Pemeg ng Kekuasaan Pengelolaan Barang MilikDaerah;
b. Penge1 la Barang;
c. Pejaba Penatausahaan Barang;
d. Penggu a BarangjKuasa Pengguna Barang;
e. Pejaba Penatausahaan Pengguna Barang;
f. Penzu s Baranz Pencelola:



ah pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah yang
mempuny i wewenang sebagai berikut:
a. mene apkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. mene apkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang

Milik aerah;
c. mene apkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik

Daera ;
d. mene pkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang;
e. meng jukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

meme lukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. meny tujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah

sesuai batas kewenangannya;
g. meny tujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagian tanah

darr/b gunan dan selain tanah dan/bangunan; dan
h. menye ujui usul Pemanfatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama

Penye iaan Infrastruktur.

Bagian Kedua
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal9

Bagian Ketiga
Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 10

(1) Sekret adalah pengelola barang milik Daerah.

(2) Pengel la Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
a. eliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;

b. eliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan

bar ng milik daerah;

c. me gajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik

Da rah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. me gatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

pen hapusan barang milik daerah;

e. me gatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

disetujui oleh Bupati atau DPRD;

dalam pelaksanaan inventarisasi barang milikf.

g. ukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11



(2) Pejab t Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteta kan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pejab t Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mem unyai wewenang dan tanggungjawab:
a. m mbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

pe yusunan rencana kebutuhan Barang MilikDaerah kepada Pengelola
B rang;

b. m mbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
pe yusunan rencana kebutuhan pemeliharaarr/ perawatan Barang Milik
D erah kepada Pengelola Barang;

c. m mberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan
us 1 pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
m merlukan persetujuan Bupati;

d. m mberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur
pe aksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
pe ghapusan barang milik daerah;

e. m mberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan
pe indahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh
B pati atau DPRD;

f. m Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
in entarisasi barang milik daerah;

g. akukan pencatatan BMD berupa tanah darr/ atau bangunan yang
h diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
entingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 0 PD dan sedang tidak
anfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta

Ba ang MilikDaerah yang berada pada Pengelola Barang;
h. me gamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana

di aksud pada huruf g;
1. me bantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas

pe gelolaan Barang MilikDaerah; dan
J. yusun laporan Barang MilikDaerah.

Bagian Kelima
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah pengguna BMD.

(2) Penggu a Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keput san Bupati.

(3) Penggu a Barang MilikDaerah berwenang dan bertanggung jawab:
a. me gajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik

dae ah bagi OPDyang dipimpinnya;
b. me gajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang

dip roleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;
c. mel kukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang

ber da dalam penguasaannya;
d. me ggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya

unt k kepentingan penyelenggaraan tuzas dan furicai opn v::Incr



f. engajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik
D erah berupa tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan
p rsetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau
b ngunan;

g. m nyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan
y ng tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fu gsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
1an, kepada Bupati me1a1uiPengelola Barang;

h. m ngajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang MilikDaerah;
1. m 1akukan pembinaan, pengawasan, dan pengenda1ian atas

pe ggunaan Barang MilikDaerah yang ada dalam penguasaannya; dan
j. m nyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran

d laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam
guasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

(1) Peng na Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab epada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimp han sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa
Peng na Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Peneta an kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdas rkan pertimbangan jumlah barang yang dikelo1a, beban kerja,
lokasi, kompetensi, danj atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya

Pasal 14

(1) Penggu a Barang dibantu oleh Pejabat Penetausahaan Pengguna Barang
yang di etapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(2) Ketentu n lebih lanjut mengenai Pejabat Penetausahaan Pengguna Barang
diatur d ngan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengurus Barang

Pasal 15

c.

rus barang pengelola;
rus barang pengguna; dan
rus barang pembantu.

a.
b.

(2) Ketentu lebih lanjut mengenai Pengurus Barang diatur dengan Peraturan
Bupati.



Pasal16

(1) Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
rnern erhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daer h serta ketersediaan Barang MilikDaerah yang ada.

(2) Pere canaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud padaayat (1) rneliputi
Pere canaan Pengadaan, Perneliharaan, Pernanfaatan, Pernindahtanganan,
dan enghapusan Barang MilikDaerah.

(3) Pere canaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan
salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan
angg ran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline)

enyusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Peren anaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), kecuali
Penghapusan, berpedornan pada:

BABV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

a.
b.

ndar barang;
ndar kebutuhan; darr/ atau

c.

(5) Stand r barang dan standar kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(4) h ruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi
denga Perangkat Daerah terkait.

(6) Penet pan standar kebutuhan oleh Bupati sebagairnana dirnaksud pada
ayat 5) dilakukan berdasarkan pedornan sesuai dengan ketentuan
perat ran perundang-undangan.

(7) harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) a Barang rnenghirnpun usulan RKBMDyang diajukan oleh Kuasa
a Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang

dipirnpi nya.

(2) Penggu a Barang rnenyarnpaikan usulan RKBMDsebagairnana dirnaksud
pada a at (1)kepada Pengelola Barang.

(3) Pengelo a Barang rnelakukan penelaahan atas usulan RKBMDsebagairnana
dirnaks d pada ayat (2) bersarna Pengguna Barang dengan rnernperhatikan
data ba ang pada Pengguna Barang darr/ atau Pengelola Barang.

Pasal 18

Ketentuan 1 bih lanjut rnengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan
dan Pengan garan Barang MilikDaerah diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasa119

(1) Peng daan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,
efekti, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2) Pelak anaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan
keten uan peraturan perundang-undangan.

BABVI
PENGADAAN

Pasa120

(1) na Barang wajib menyampaikan laporan hasil Pengadaan Barang
Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan

(2) Lapor n hasil Pengadaan Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat ( ), terdiri dari laporan hasil Pengadaan bulanan, semesteran, dan
tahun n.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasa121

Bupati me etapkan status Penggunaan Barang MilikDaerah.

Pasa122
Penetapan tatus Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;
b. Konst ksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. barang ang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
d. Aset Te ap Renovasi (ATR);dan
e. Barang MilikDaerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasa123

Bupati dap t mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik
Daerah sel in tanah darr/ atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada
Pengelola B rang.

Pasal24

Penetapan tatus Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penggu a Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya
kepada engelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan

b. Pengelol .Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaks d dalam huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati
untuk d tetapkan status penggunaannva.



Pasal25
Penetapa status Penggunaan dilakukan untuk:
a. peny enggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah; dan
b. diope asikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesua tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal26

Barang ilik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya
dalam j ngka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan
Barang Miik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Bupati.

Pasal27

(1) Baran MilikDaerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna
Baran kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.

(2) Pengal han status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan
berdas rkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan

nya tersebut kepada Pengguna Barang.

Pasal28

(1) an status Penggunaan Barang MilikDaerah berupa tanah dan Zatau
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan

penyel nggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang darr/ atau Kuasa
Peng a Barang yang bersangkutan.

(2) Penggu a Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah
dany at u bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
diguna an dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
kepada Bupati melalui PengelolaBarang.

(3) Dikecu likan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
tanah ani atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

akan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertent yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal29

(1) a Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
ani atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyele ggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa
pembek an dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah
darr/ at bangunan tersebut.

(2) Tanah ani atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan
sebagai ana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status



Pasa130

(3)

(1) Bupa i menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh
Peng na Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan
penye enggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa

na Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

(2) Dala menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupa . memperhatikan:
a. st ndar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan dan

m nunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b. h sil audit atas Penggunaan tanah dan ' atau bangunan; dan / atau
c. la oran, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah
imana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. etapan status Penggunaan;
b. anfaatan; atau
c. indahtanganan.

Pasal31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang
MilikDaer h diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan

(1)

Pasal32

faatan Barang MilikDaerah dilaksanakan oleh:
a. Pen elola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik

Da rah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
b. Pen guna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang

Mili Daerah berupa sebagian tanah darr/atau bangunan yang masih
di oleh Pengguna Barang, dan selain tanah darr/ atau

nan.

(2) Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan
pertim angan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan
kepent ngan umum.

(3) Peman aatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengg ggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Kabup ten.

(4) Peman aatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan
perset iuan DPRD.



Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan dan Mitra Penanfaatan

Pasal33

anfaatan Barang MilikDaerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinj Pakai;
c. KSP;
d. BGS
e. KSPI.

Pasal 34

Mitra Pem nfaatan meliputi:
a. penye a, untuk Pemanfaatan Barang MilikDaerahdalam bentuk Sewa;
b. pemin am pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk

Pinja Pakai;
c. SP, untuk Pemanfaatan Barang MilikDaerahdalam bentuk KSP;
d. GS/BSG, untuk Pemanfaatan BMDdalam bentuk BGS/BSG; dan
e. SPI, untuk Pemanfaatan BMDdalam bentuk KSPI.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 35

(1) Sewa arang MilikDaerah dilaksanakan terhadap:
a. tan h darr/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna

Ba ang kepada Bupati;
b. seb gian tanah dan Zatau bangunan yang masih digunakan oleh

Pe guna Barang; dan Zatau
c. sel in tanah dan Zatau bangunan.

(2) Sewa arang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksa akan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Sewa B rang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dan h ruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang. setelah mendapat
persetu uan dari Pengelola Barang.

Pasa136

(1) Barang ilik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.

(2) Pihak L in sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. Bad n Usaha MilikNegara;
b. Bad n Usaha MilikDaerah;
c.
d.

(3) Jangka aktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditanda angani perjanjian dan dapat diperpanjang.

I A \



b. k giatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa
le ih dari 5 (lima) tahun; atau

c. di entukan lain dalam Undang-Undang.

(5) Form la tarif'/besaran Sewa Barang MilikDaerah ditetapkan oleh Bupati:
a. u tuk Barang MilikDaerah berupa tanah dari / atau bangunan; dan
b. u tuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan / atau bangunan

de gan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang MilikDaerah.

(6) Besar n Sewa atas Barang MilikDaerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud
pada yat (4) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
meme lukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada yat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari
mas in -masing jenis infrastruktur.

(7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang
paling kurang memuat:
a. pa a pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. je is, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
c. ta ggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

sel ajangka waktu Sewa; dan
d. ha dan kewajiban para pihak.

(8) Basil ewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan
nya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

(9) Penyet ran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa
Baran MilikDaerah.

(10) Dikecu likan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
ran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk KSPI dapat dilakukan
ertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal37

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan an tara Pe'rnerintah Pusat
dan Pe erintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah,
atau ntar Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemeri tahan. Jangka waktu Pinjam Pakai Barang MilikDaerah paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Pinjam akai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling kurang
memua:
a. par pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jeni , luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. tang ng jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

sela a jangka waktu peminjaman; dan
d. hak an kewajiban para pihak;



Bagian Kelima
KSP

Pasa138

KSPBara g MilikDaerah dengan Pihak Lain diaksanakan dalam rangka:
a. meng ptimalkan daya guna dan hasil guna Barang MilikDaerah; danj atau
b. meni gkatkan pendapatan Daerah;

Pasa139
(1) arang MilikDaerah dilaksanakan terhadap:

a. rang Milik Daerah berupa tanah danjatau bangunan yang sudah
di erahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

b. B rang Milik Daerah berupa sebagian tanah danj atau bangunan yang
m sih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. B rang MilikDaerah selain tanah danj atau bangunan.

(2) KSPa as Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaks nakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) KSP a as Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, hu f b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mend pat persetujuan Pengelola Barang.

(1) s Barang MilikDaerah dilaksanakan dengan ketentuan:
k tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

me enuhi biaya operasional, pemeliharaan, danj atau perbaikan yang
dip rlukan terhadap Barang MilikDaerah tersebut;

b. a KSPditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang MilikDaerah
g bersifat khusus dapat dilakukan peuunjukan langsung;

c. unjukan langsung mitra KSP atas Barang MilikDaerah yang bersifat
sus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengguna
ng terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang me,miliki bidang

j atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal40

a.

un angan;
d. mit a KSPharus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka

wa tu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan
has 1KSPke rekening Kas Umum Daerah;

e. ran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:

1. upati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah danjatau
angunan;dan

2. engelola Barang untuk Barang MilikDaerah selain tanah danj atau
angunan.

f. ran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
KSPharus mendapat persetujuan Pengelola Barang;

g. dala KSP Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan,
seb gian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa
ban nan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
pere canaan tetapi tidak termasuk sebagai obiek KSP:



p nerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa
K P;

1. b ngunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
p mbagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang
Mlik Daerah;

J. s ama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan
at u menggadaikan Barang MilikDaerah yang menjadi objek KSP;dan

k. ja gka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
di andatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semu biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP
dan b aya pelaksanaan KSPmenjadi beban mitra KSP.

(3) Keten uan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah untuk
penye iaan infrastruktur berupa:
a. in astruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai darr/ atau

da au, bandar udara, terminal, dan / atau jaringan rel darr/ atau stasiun
ke eta api;

b. inf astruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan / atau
je batan tol;

c. inf astruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku
d Iatau waduk/bendungan;

d. inf astruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
jar' ngan transmisi, jaringan distribusi, darr/ atau instalasi pengolahan

mum;
e. inf astruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan

pe gumpul darr/ atau jaringan utama, dan / atau sarana persampahan
ya g meliputi pengangkut darr/ atau tempat pembuangan;

f. inf struktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infr struktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi,

dis ibusi dan/ atau instalasi tenaga listrik; darr/ atau
h. infr struktur minyak dan / atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan,

pen impanan, pengangkutan, transmisi, darr/ atau distribusi minyak
dan atau gas bumi.

(4) Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan
ktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima
ahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(5) hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan
ktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berbentuk Badan Usaha
erah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan

paling t nggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim
sebagai ana dimaksud pada ayat (1)huruf e.

(6) kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
d pada ayat (1)huruf e dan ayat (5)ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
BSG atau BGS

n~~_l A 1



a. Barang memerlukan bangunan
Pemerintahan Kabupaten

dan fasilitas bagi
untuk kepentingan

p layanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b. ti ak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

p nyediaan bangunan dan fasilitas tersebut;

(2) BGS tau BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaks nakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Bara g Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada
Peng na Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS atau
BSG s telah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(4) BGS tau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Penge ola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas
dan f ngsinya.

Pasal42

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari
pelaksanaa BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka
penyelengg raan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pasal43

(1) Jangk waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak

(2) an mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.

(3) Mitra GS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengop rasian:
a. waj b membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap

tah n, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
yan dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. waj b memelihara objek BGS atau BSG; dan
c. dil ang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. anah yang menjadi objek BGS atau BSG;
2. asil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas

an fungsi Pemerintahan Daerah; darr/ atau
3. asil BSG;

(4) gka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus diguna-kan
langsu g untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah
paling s dikit 10% (sepuluh persen).

(5) BGS at u BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling kurang

a. par pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obje BGS atau BSG;
c. jang a waktu BGS atau BSG; dan
d. hak an kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.



(7) Sem a biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya
mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban
mitra yang bersangkutan.

(8) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada
Bupa i pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit
oleh arat pengawasan intern Pemerintah.

Pasa144

BSG Bara g MilikDaerah dilaksanakan dengan tata cara:

a. SG harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah selesainya

b. hasil SG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai Barang Milik

dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada

sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan

jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu

oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya

diteta kan oleh Bupati;

c.

d.

Bagian Ketujuh
KSPI

Pasa145

(1) KSPIa as Barang MilikDaerah dilaksanakan terhadap:
a. Ba ang Milik Daerah berupa tanah darr/atau bangunan pada Pengelola

Ba ang/ Pengguna Barang;
b. Ba ng Daerah berupa sebagian tanah dan Zatau bangunan yang masih

di nakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Bar ng MilikDaerah selain tanah dany atau bangunan.

(2) KSPI atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana
dimaks d pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan
persetu uan Bupati.

(3) KSPI a as Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana
dimaks d pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh
Penggu a Barang dengan persetujuan Bupati.

(1)
Pasa146

s Barang MilikDaerah dilakukan antara Pemerintahan Daerah dan
saha.

(2) Badan saha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha
yang be bentuk:
a. pers roan terbatas;
b. Bad n Usaha MilikNegara;
c. RRiI n TTc;:.!=Ih~ l\Jf111Lr n"'A •.,...h. rl,...~ I~ •.~"



(3) Jang a waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat
diper anjang.

(4) Penet pan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
unda gan.

(5) Mitra KSPIyang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI :
a. di arang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan

B rang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI;
b. w jib memelihara objek KSPIdan barang hasil KSPI;dan
c. d pat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat

ke ebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat
pe janjian dimulai (clawback).

(6) Pemb gian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(7) Form la darr/ atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana
dimak ud pada ayat (5)huruf c ditetapkan oleh Bupati.

(8) SPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada
Pemer ntahan Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai

(9) hasil KSPI menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada
tahan Daerah sesuai perjanjian.

Bagian Kedelapan
Tender

Pasal47

Tender seb gaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasa143
ayat (2) dila kan dengan tata cara:

a. rencan tender diumumkan di media massa nasional;
b. tender apat dilanjutkanpelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit

3 (tiga) eserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
c. dalam al calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga)

peserta dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
d. dalam al setelah pengumuman ulang:

1. terd pat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan
den an mekanisme tender;

2. terd pat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
pro es selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi Iangsung; atau

3. terd pat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
pros s selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal48

Ketentuan 1 bih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang
MilikDaerah diatur dengan Peraturan Bupati.



(1) Penge ola Barang, Pengguna Barang dany atau Kuasa Pengguna Barang
wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam

BABIX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal49

(2) Penga anan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melip ti pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan
huku .

(1) Baran Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemermtahan Daerah.

Pasal50

(2) Baran Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepem likan atas nama Pemerintahan Daerah.

Milik Daerah selain tanah darr/ atau bangunan harus dilengkapi
bukti kepemilikan atas nama Pemerintahan Daerah.

(3)

Pasal 51

(1) Bukti epemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.

(2) Penyim anan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh
Pengel la Barang.

(3) Ketent an lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen
kepemi ikan Barang MilikDaerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal52

(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam
rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan
mempe timbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketent an lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik Daerah
diatur engan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal53

(1) Pengelo a Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang
bertan ng jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di

(2) Pemelih raan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Daftar ebutuhan Pemeliharaan Barang.



(4) Dal hal Barang MilikDaerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain,
pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa,
[am, mitra KSP,mitra BGS/BSG, atau mitra KSPI.

Pasa154

(1) Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
erada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar

Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara
berkal .

(2) Peng na Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana
dimak ud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang

ilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk
kan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang MilikDaerah.

BABX
PENILAIAN

Pasal55

Penilaian arang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal
untuk:
a. Peman aatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
b. Pemin ahtanganan dalam bentuk Hibah;

Pasa156

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintah n (SAP)

Pasa157

(1) Penilai Barang Milik Daerah berupa tanah danJatau bangunan dalam
rangka emanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Pen lai Pemerintah; atau
h. Pen lai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaia Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksa akan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peratur perundang-undangan,

Pasa158

(1) Penilaia Barang Milik Daerah selain tanah darr/ atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapk n oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan
Bupati.

(2) Penilaia Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksa akan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan

n perundang-undangan.



(4) enilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kan oleh Bupati.

Pasa159

(1) kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian
Ii atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca

Pemer ntah Daerah.

(2) Keput san mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah
dilaks nakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan

oman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan
Peraturan upati.

BABXI
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal61

(1) Baran Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemen tahan daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemin ahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diia kan dengan cara:
a.
b.

h; atau
ertaan Modal Pemerintahan Daerah.

c.
d.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal62

(1) Pemind htanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 un tuk:
a. tan h dan / atau bangunan; atau
b. sela n tanah danJatau bangunan

5.0 0.000.000,00 (lima miliar rupiah);
yang bernilai lebih dari Rp
dilakukan setelah mendapat

(2) Pemind htanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan Zatau bangunan
sebagai ana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan
persetuj an DPRD, apabila:
a. sud tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. ha s dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

dise iakan dalam dokumen penganggaran;
c. dipe ntukkan bagi pegawai negeri;
d. ntukkan bazi keoerrtinr-an llTnllTn' ~t<:\l'



p rundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
ak layak secara ekonomis.

Pasa163

Usul untu memperoleh persetujuan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal64

Pemindaht nganan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan
sebagaima a dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang
setelah me dapat persetujuan Bupati.

yang
dilaku

Pasal65

(1) ahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah danj atau bangunan
emilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
an oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) ahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah danj atau bangunan
yang ernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan oleh
Pengel la Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Usul tuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat () diajukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perund ng-undangan.

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasa166

ang MilikDaerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak

diguna anj dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual;

danjat u
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal67

(1) Penjual n Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal

(3)

a. Bar g MilikDaerah yang bersifat khusus;
b. Bar ng MilikDaerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

nilai dalam rangka Penjualan Barang MilikDaerah secara lelang
ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan



(5) an Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
f b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan
ang-undangan.

Pasal68

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat ersetujuan Bupati.

Pasal69

(1) Penju Ian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
dilaku an dengan tata cara:
a. Pe gguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul

Pe jualan Barang Milik Daerah selain tanah darr/ atau bangunan
ke ada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan
yu idis;

b. Bu ati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang
Milk Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis,
ek nomis, dan yuridis;

c. ap bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
pe ndang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan
Ba ang MilikDaerah selain tanah darr/ atau bangunan yang akan dijual
ses ai batas kewenangannya; dan

d. un k Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
me gajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan

(2) Hasil P njualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening
Kas U urn Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 70

(1) Tukar enukar Barang MilikDaerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. k memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. unt k optimalisasi Barang MilikDaerah; dan
c. tida tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar enukar Barang MilikDaerah dapat dilakukan dengan pihak:
a.
b. Pem rintahan Daerah lainnya;
c. Bad n Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki

(1)

d.

Pasa171

a.
b.

nukar dapat berupa:
darr/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau



(2) Penet pan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan yang
akan ipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh upati, sesuai batas kewenangannya.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh P ngelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
oleh P ngelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan
oleh P ngelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal72

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 aya (1)huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pe gguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar

Me ukar Barang Milik Daerah berupa tanah dany atau bangunan
ke ada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bu ati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar
Ba ang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan dari aspek
tek is, ekonomis, dan yuridis;

c. ap bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
pe ndang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan
Ba ang Milik Daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang akan
dip rtukarkan;

d. pro es persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah
da Iatau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
seb gaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), dan
Pas 164 ayat (1);

e. Pen elola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman
pad persetujuan Bupati; dan

f. pel ksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
ha s dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Tukar enukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1)huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pen guna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik

Dae ah selain tanah darr/ atau bangunan kepada Pengelola Barang
dise tai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
inte n instansi Pengguna Barang;

b. Pen elola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari
asp k teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apa ila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
pe ndang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar

kar Barang Milik Daerah selain tanah darr/ atau bangunan sesuai
bata kewenangannya;

d. pros s persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah
dan atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
seba aimana dimaksud dalam Pasal65;

guna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedomane.
pad persetujuan Penzelola Bararic: dan



Pasal 73

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepen ingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang
bersif t non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syarat:
a. bu an merupakan barang rahasia negara;
b. an merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

Bagian Kelima
Hibah

c. k diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan
pe yelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

,.

(3) an mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan,
keman siaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
pemeri tahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaks nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) apat berupa:
a. tan h darr/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tan h dan / atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
c. sel in tanah darr/ atau bangunan.

(2) Peneta an Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang
akan d hibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh B pati, sesuai batas kewenangannya.

(3) ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelo a Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Hibah ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
Pengelo a Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Hibah ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh
a Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal75

(1) Hibah arang MilikDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf a an huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pen guna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah

BM berupa tanah dan Zatau bangunan kepada Bupati disertai dengan
per' bangan dan kelengkapan data;

b. Bup ti meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah
berd sarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pas 73;

c. apa ila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
peru dang-undangan, Bupati dapat menyetujui darr/ atau menetapkan
Bar g Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan
dihi ahkan;

,.1 -r'\_"" ....~ __ .: ._ TT-' 1



e. P ngelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
p rsetujuan Bupati; dan

f. p laksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan
d lam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pe gguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain

ta ah darr/ atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pe timbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
in tansi Pengguna Barang;

b. Pe gelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang MilikDaerah
be dasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pa al 73;

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
ndang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah
ang Milik Daerah selain tanah darr/ atau bangunan sesuai batas

c.

enangannya;
d. gguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada

pe setujuan Pengelola Barang; dan
e. pel ksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan

dal m berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 76

(1) aan Modal Pemerintah Daerah atas Barang MilikDaerah dilakukan
rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan / atau
katkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan

huku lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perun ang-undangan.

(2) Penyer aan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ilakukan dengan pertimbangan:
a. Bar ng Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen

pen anggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
bad n hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan
pe erintah; atau

b. Bar ng Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha
Mili Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang
sud h ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal77

(1) Penyert an Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat
berupa:
a. tan dan Zatau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tan h darr/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. Bar ng MilikDaerah selain tanah dan / atau bangunan.



dim sud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas
angannya.

(3) Peny rtaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
aimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
h mendapat persetujuan Bupati.

Pasal78

(1) Penye taan Modal Pemerintahan Daerah atas Barang Milik Daerah
sebag imana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaks akan dengan tata cara:
a. gguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul

yertaan Modal Pemerintahan Daerah atas Barang Milik Daerah
pa tanah darr/ atau bangunan kepada Bupati disertai dengan

pe timbangan dan kelengkapan data;
b. Bu ati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintahan

Da rah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan
da syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;

c. ap bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
pe ndang-undangan, Bupati dapat menyetujui darr/ atau menetapkan
Ba ang Milik Daerah berupa tanah dan Zatau bangunan yang akan
dis rtakan sebagai modal Pemerintahan Daerah;

d. pr ses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah
dil ksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1),
Fa al 62 ayat (2),Pasal 64 ayat (1),dan Pasal 65;

e. Pe gelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintahan
Da rah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

f. Pe gelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pe ertaan Modal Pemerintahan Daerah dengan melibatkan instansi
ter ait;

g. Pen elola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
DP D untuk ditetapkan; dan

h. Pen elola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha
Mili Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang
dit angkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan
Dae ah ditetapkan.

(2) Penyert an Modal Pemerintahan Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagai ana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilaksanakan
dengan tata cara:
a. Pen guna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintahan

Dae ah selain tanah darr/ atau bangunan kepada Pengelola Barang
dise tai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
inte n instansi Pengguna Barang;

b. Pen elola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pem rintahan Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
per mbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;

c. apa ila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
pe ndang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Pen Modal Pemerintahan Daerah selain tanah dan / atau

T"\ _



d. P ngelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pe yertaan Modal Pemerintahan Daerah dengan me1ibatkan instansi
te kait;

e. Pe gelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
D RDuntuk ditetapkan; dan

f. Pe gguna Barang me1akukan serah terima barang kepada Badan Usaha
Miik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang
di angkan dalam berita acara serah terima barang sete1ah Peraturan
D erah ditetapkan.

Pasal79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe1aksanaan Pemindahtanganan
Barang Milk Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMUSNAHAN

Pasal80

Pemusnaha Barang MilikDaerah dilakukan dalam hal:

a. Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
u tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. t alas an lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(1)
Pasal81

oleh Pengguna Barang setelah mendapat

(2) aan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 82

Pemusnaha dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun,
ditenggelam an, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasa183

Ketentuan 1 bih lanjut mengeriar tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang
Milik Daera diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
Peraturan Pe ndang-Undangan.

BAB XIII
PENGHAPUSAN

Pasa184

Penghapusa meliputi:
a. Pengha usan dari Daftar Barang Pengguna danj atau Daftar Barang Kuasa

Penggu a;dan



apusan dari Daftar Barang Pengguna darr/atau Daftar Barang Kuasa
na sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilakukan
hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
na Barang dan Zatau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Peng apusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mene bitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang sete1ah
mend pat persetujuan Bupati.

Pasa185

(1)

(3) Dikec alikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari
Bupat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Barang Milik Daerah
yang ihapuskan karena:
a. Pe galihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa127;
b. indahtanganan; atau

dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) naan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada a at (2)dan ayat (4)dilaporkan kepada Bupati.

c. usnahan.

(4)

Pasal86

(1) Pengha usan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
huruf dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih
kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.

(2) Pengha usan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. ber asarkan keputusan darr/ atau laporan Penghapusan dari Pengguna

g, untuk BMDyang berada pada Pengguna Barang; dan
b. sarkan Keputusan Bupati, untuk Barang ~ilik Daerah yang berada

Pengelola Barang.

Pasal 87

Ketentuan le ih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penghapusan diatur
dengan Pera uran Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB XIV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

(2)

Pasa188

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang
MilikDa ah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang
Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus me1akukan pendaftaran
tatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada

(1)



Pasa189

(1) Peng lola Barang menghimpun daftar barang Pengguria/ daftar barang
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (2).

(2) Peng ola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan
himp nan daftar barang Pcngguria/Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebag imana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut
pengg longan dan kodefikasi barang.

(3) Dala Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terma uk Barang MilikDaerah yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal90

(1) Peng na Barang me1akukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berup persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilaku an oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Peng na Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimak ud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3
(tiga)b Ian setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal91

Pengelola B rang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah
danjatau b gunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal92

(1) Kuasa engguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semest ran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan
kerja u tuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Penggu a Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semeste an dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan p nyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.

(3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai ahan untuk menyusun neraca Organisasi Perangkat Daerah untuk
disamp ikan kepada Pengelola Barang.

Pasal93

(1) Pengelol Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran
dan Tah nan.



serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebag i bahan penyusunan Laporan Barang MilikDaerah.

(3) Lapor n Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digun kan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintahan Daerah.

Pasal94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan,
Inventarisa i, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan
Bupati den an berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BABXV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasa195

Bupati mel kukan pembinaan pengelolaan Barang MilikDaerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasa196

Pegawasan an pengendalian pengelolaan BMDdilakukan oleh:
a. Penggu a Barang melalui pemantauan dan penertiban; darr/ atau
b. Pengelo a Barang melalui pemantauan dan investigasi;

Pasal97

(1) melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
Penggu aan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
Pemelih raan, dan Pengamanan Barang MilikDaerah yang berada di dalam

(2) Pelaksa aan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
Kuasa engguna Barang.

(3) Penggu a Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengaw san intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemant uan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

(4) Penggu a Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit
sebagai ana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan
perunda g-undangan.

(1) Pengelol Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
aan Penggunaan, Pemanfaatan, clan Pernindahtanganan Barang

Pasal98



(2) Peman auan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditind kIanjuti oIeh PengeIoIa Barang dengan meminta aparat pengawasan
intern emerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
Peman aatan, dan Pemindahtanganan Barang MiIikDaerah.

(3) Hasil udit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengel la Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perund ng-undangan.

BAB XVI

PENGE LAAN BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH ANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal99

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah
merup kan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyel nggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang

(2) Pengelo aan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempe omani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelo aan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola
dan z at u dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggara-kan kegiatan
pelayan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah empedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Badan ayanan Umum Daerah.

BAB XVII
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal100

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan
sebagai empat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang
pelaksa aan tugas pejabat negara dan / atau pegawai negeri.

(2) Pengelol an Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dim~s d pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan
ketentu n peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

(3) Ketentu n mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan,
Penghap san, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik
Daerah berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedo an pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 101

(1) Setiap k ruzian Daerah akibat kelalaian. nenvalabvnnaan Rt::m nf>hmO"O"~r~n



(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada a at (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana
sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal102

raturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peman aatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat
perset [uan, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan
Peman atan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang
menya paikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan
sesuai engan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
1. usu an kontribusi dari Pemanfaatan Barang MilikDaerah; dan
2. lap ran hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. -

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa
persetu uan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia
seluru nya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan
aset p ngganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar
dengan ketentuan:
1. Pen elola Barang memastikan nilai barang pengganti paling kurang

sam dengan nilai Barang MilikDaerah yang dipertukarkan; dan
2. Pen elola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas

pela sanaan Tukar Menukar tersebut.

c. Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik
Daerah yang telah diserahterimakan berdasarkan permohonan dari
Pengelo a Barang.

d. Segala kibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum
diberik nnya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta
pelaksa aan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf b
sepenu nya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau
Tukar enukar tersebut.

Pasal103

Pada saat Pe aturan Daerah ini mulai berlaku:

a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran,
Pengad n, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan,

, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan,
Pengaw san dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang telah
mendap tkan persetujuan darr/ penetapan dari pejabat berwenang,
dinyata an tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan
berdasa kan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan
Daerah i i berlaku;

b. kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran,
, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan,
Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan,



peny lesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
mi.

Pasal104

(1) hal Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum dan Zatau
ran pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan / atau

Pem faatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
peng lolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur
dala Peraturan Daerah ini.

(2) Perja jian Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah
dilak anakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan
Daer mi berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib
dises aikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun
terhit ng sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 105

Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas U

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Desember 2017

~BUPATIMUSIRA~ARA.;t

~ H.M.SYARlFIDDAYAT
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ISTRASI PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI RAWASUTARA,
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